SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan
menggunakan Pendekatan Penganggaran
berdasarkan Kinerja yang berpedoman pada
Indikator Kinerja, Tolak Ukur dan Sasaran
Kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar
Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;

bahwa Analisis Standar Belanja merupakan
Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan, dalam rangka efisiensi dan efektifitas
penyusunan anggaran, perlu adanya penyetaraan
beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Situbondo Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaiana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.



10.

11.

12.

13.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Kabupaten Situbondo.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS  adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan  kepada  perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya
disingkat ASB adalah standar yang digunakan
untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya
pada beberapa program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 1 (satu)
tahun anggaran.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD  adalah  kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam penyusunan
APBD.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/
Kegiatan yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan
yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang
dilaksanakan  oleh satuan kerja  perangkat
daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah  Daerah  untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan
kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian  sasaran  terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil atau sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk

menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.
Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari

suatu Program atau Keluaran yang diharapkan
dari suatu Kegiatan.

Keluaran adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan Program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1
(satu) Program.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana
kerja dan anggaran Badan  Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Bendaharawan Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA SKPD adalah dokumen yang memuat
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar penSrusunan
rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat menjadi DPA-PPKD adalah
dokumen pelaksanaa anggaran Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Bendaharawan Umum Daerah.



22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum  daerah yang  digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

23. Penyetaraan kegiatan adalah daftar
pengelompokan kegiatan yang memiliki ciri dan
jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka
penyusunan rencana belanja.

BAB II
TUJUAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan yang
digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja
atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang
direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Situbondo dalam rangka efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran
serta penyetaraan kegiatan yang berlaku sama untuk
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Situbondo.

Pasal 3
ASB disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-
kegiatan yang memiliki ciri dan jenis sama atau
hampir sama dalam rangka penyusunan rencana
belanja.

BAB III
TATA CARA PENERAPAN DAN PERHITUNGAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4
Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta
Perhitungan ASB sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
ASB ini digunakan untuk penyusunan RKA-SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 6
RKA SKPD yang belum ada atau belum diatur dalam
ASB ini, besaran obyek belanja dan besaran total
biaya kegiatan tetap mengacu pada KUA-PPAS APBD.

Pasal 7
Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa
sebagai akibat dari adanya inflasi maupun kebijakan
lain yang berdampak pada berubahnya ASB, maka
akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Bupati Situbondo ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2019
BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 21 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd
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BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 24



